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A. JUDUL : OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET PEMDA BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN TERLANTAR (STUDI KASUS PEMKAB

LOTIM)

B. Latar Belakang

Konstitusi Indonesia memberikan mandat legal kepada negara untuk
menguasai seluruh kekayaan alam, baik berupa bumi, air, maupun kandungan
di dalamnya, yang sepenuhnya ditujukan @gi kemakmuran rakyat. Dalam
konteks ini, istilah "dikuasai oleh negara" tidak boleh diartikan bahwa negara
bertindak sebagai pemilik hak privat. Sebaliknya, konsep tersebut
mencerminkan kewenangan publik yang diamanatkan kepada pemerintah
untuk mengatur, mengurus, serta mengawasi tata kelola sumber daya tersebut
demi kepentingan khalayak umum.!

Dalam kerangka negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai
kewajiban bertindak aktif demi kepentingan rakyat. Maka, pengelolaan
kekayaan negara menjadi kewajiban seluruh pihak, dari merintah pusat
hingga pemerintah daerah. Pemerintah dacrah diberikan kewenangan untuk
mengelola berbagai aset daerah sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi
pemerintahan dan pelayanan publik. Kewenangan tersebut merupakan bentuk
pelimpahan kewenangan administratif dari negara @paﬂa daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan otoritas daerah sebagai elemen dalam struktur

pemerintahan nasional ditetapkan dalam landasan konstitusional mengenai

! Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him. 128.




kemandirian daerah termaktub gam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945
dengan jelas mengatur “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan
kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan‘, u dengan kata lain memberikan hak bagi
pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten’kota) untuk
menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berasaskan asas otonomi
serta tugas pembantuan. Ketentuan tersebut memberikan dasar konstitusional
bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara
mandiri, termasuk pengelolaan barang milik daerah.’ Pelaksanaan otonomi
daerah pada hakikatnya untuk mengoptimalkan mutu pelayanan aparatur
negara, menstimulasi pembangunan didaerah, serta memangkas jarak birokrasi
dengan masyarakat.*

Wujud nyata dari otonomi ini tertuang secara mendalam lewat% No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan payung hukum
tersebut, otoritas daerah memperoleh kewenangan hukum absolut untuk
mengurus pembiayaan, potensi lokal, hingga barang milik daerah demi
menghadirkan pelayanan publik yang prima. Dalam regulasi tersebut

ditegaskan bahwa urusan pemerintah pusat diselenggarakan juga didaerah

berdasarkan asas desentralisasi guna mendukung pelayanan publik.’

18.

2@publik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
3Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

4 Ni‘matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 45.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.




Dalam menjalankan pemerintahan di daerah posisi aset tetap sangat
penting karena menjadi sarana penunjang S-éaksanaan tugas pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat. Aset tetap berupa tanah dan bangunan,
merupakan aset strategis yang digunakan untuk mendukung berbagai sektor
pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran, pasar daerah,
fasilitas sosial, dan infrastruktur publik lainnya. Dengan demikian,
pengelolaan aset daerah yang profesional menjadi penting agar dapat
menghasilkan nilai ekonomi, sosial, dan administratif yang optimal.

Ruang lingkup tata kelola aset daesrah menurut @rmendagri Nomor 19
tahun 2016 secara umum diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) tersebut mencakup “
peremcanaan  kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan,
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian™.® Lebih lanjut, alur manajemen ini mengintegrasikan tindakan
perlindungan, perawatan, estimasi nilai, pengalihan hak, destruksi bang,
pembukuan administratif yang bermuara pada aktivitas supervise,
pemantauan, serta kontrol. Seluruh rangkaian tata kelola ini waib bersandar
pada prinsip kesesuaian fungsi, legalitas, keterbukaan, penghematan,
pertanggungjawaban publik, serta kejelasan estimasi nilai.

Meski secara administratif aset tetap tercatat scbagai Elrang milik
daerah, pada hakikatnya pengelolaan aset daerah tetap berada dalam kerangka

hak penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD

“Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Beriat Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547, Pasal 4 Ayat (2).




NRI 1945 “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”’, am hal ini pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana
kewenangan negara di tingkat daerah. Dengan cara ini, pengelolaan sumber
daya daerah seharusnya dipusatkan untuk mendukung kepentingan publik dan
kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan administratif dari
pemerintah daerah.

Dalam implementasi pengurusan aset, ditemukan berbagai kendala,
terutama yang berhubungan dengan pengelolaan aset tetap seperti tanah dan
gedung. Permasalahan tersebut antara lain berupa belum tertibnya administrasi
aset, rendahnya kualitas inventarisasi barang milik dacrah, belum optimalnya
pemanfaatan aset, serta masih banyaknya aset yang belum memiliki kepastian
hukum. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan
kerugian daerah akibat tidak optimalnya pemanfaatan aset yang dimiliki
pemerintah daerah.

Demikian permasalahan pengelolaan tersebut terjadi juga %(abupaten
Lombok Timur. Inventarisasi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten
Lombok Timur menunjukkan kepemilikan aset tetap berupa tanah berkisar
antara 1.899 sampai 2.000 bidang. Dari total sebaran lahan terscbut, kepastian
hukum berupa sertifikat baru terpenuhi pada 1.286 bidang tanah. Sementara

itu, sisa 613 bidang lahan lainnya hingga kini dilaporkan masih berada dalam

"Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Perubahan Keempat, Pasal 33 Ayat (3).




tahapan penyelesaian administrasi dan sertifikasi da kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, total nilai aset tetap daerah berupa
tanah dan bangunan mencapai kurang lebih Rp4,3 triliun.®

Besarnya jumlah dan nilai aset tersebut menunjukkan bahwa aset
daerah memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi Pemerintah
Kabupaten Lombok Timur. Meskipun demikian, kenyataan menunjukkan
bahwa sih banyak aset tanah dan bangunan yang pemanfaatannya belum
maksimal dan bahkan tidak terkelola dengan baik. Kondisi tersebut
dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain belum tertatanya administrasi dan
inventarisasi aset secara menyeluruh, keterbatasan data aset yang akurat dan
mutakhir, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, serta belum
optimalnya perencanaan kebutuhan aset daerah. Selain itu, masih terdapat
berbagai kendala hukum dan administratif seperti belum disertifikasinya
sebagian aset tanah milik daerah, adanya potensi tumpang tindih kepemilikan,
serta keterbatasan kompetensi subyek yang bertanggung jawab dalam bidang
tersebut.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah
memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar urusan administrasi, karena
turut melibatkan aspek hukum, kelembagaan, dan Qa kelola pemerintahan
yang baik (good governance). Pengelolaan aset daerah yang tidak optimal
dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan

daerah. Bahkan, aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara efektif berpotensi

8 ArkiFM Friendly Radio, 2025, Fokus Tuntaskan Temuan BPK, Pemda Lotim Pastikan Tidak
Ada Penyerobotan Aset, https://arkifm.com/newa/fokus-tuntaskan-temuan-bpk-pemda-lotim-
pastikan-tidak-ada-penyerobotan/aset/




menimbulkan kerugian daerah karena aset tersebut tidak mampu memberikan
nilai manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Salah satu tahap krusial dalam manajemen aset daerah ialah tahap
perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Perencanaan yang baik akan
menentukan efektivitas penggunaan aset daerah sesuai dengan kebutuhan
perangkat daerah dan kepentingan pelayanan publik. Perencanaan yang tidak
tepat dapat menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran, penumpukan aset
yang tidak digunakan, maupun pengadaan barang yang tidak sesuai kebutuhan
Maka dari itu, pengelolaan aset daerah melalui pendekatan yang terstruktur
dan terencana agar dapat memenuhi kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Pada studi kasus Kabupaten Lombok Timur, diperlukan pengelolaan
aset tanah dan bangunan untuk mendukung pembangunan daerah dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Optimalisasi pengelolaan aset daerah
berdampak bagi kenaikan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan maupun
peningkatan nilai ekonomi aset daerah. Sebaliknya, apabila pengelolaan aset
daerah dilakukan secara tidak tertib dan tidak profesional, maka akan
menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan administratif yang dapat
merugikan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan aset
tetap dacrah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur merupakan bagian
dari pelaksanaan hak penguasaan negara dalam kerangka otonomi daerah.
Akan tetapi, masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan

aset tanah dan bangunan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset




daerah belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai
pengelolaan aset tetap daerah menjadi penting dilakukan untuk menganalisis
pelaksanaan pengelolaan aset tanah dan bangunan di Kabupaten Lombok
Timur serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhi

optimalisasi pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.

@ Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana gelolaan aset pemerintah daerah berupa tanah dan
bangunan terlantar berdasarkan PP Mendagri %_19 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah?

2. Apa faktor penghambat optimalisasi pengeloaan asset pemerintah daerah

berupa tanah dan bangunan terlantar di Kabupaten Lombok Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui prosedur dan klasifikasi penetapan aset pemda
berdasarkan wewenang hak penguasaan oleh Negara yang diatur dalam
Pasal 33 Ayat 3 UUDNRI 1945.

b. Untuk mengetahui faktor rendahnya pemanfaatan aset pemda sebagai
PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan amanat PP @011101 27
tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016.




2. Manfaat penelitian
Penelitian ini dinilai mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
a. Manfaat teoretis

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi
pemikiran untuk ilmu hukum agraria dan pengelolaan tanah dan
bangunan terlantar sebagai pendapatan asli daerah.

2) Menjadi bahan kajian akademik dalam memahami faktor rendahnya
optimalisasi pengelolaan aset pemda berupa tanah dan bangunan
terlantar.

b. Manfaat Praktis

1) Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, instansi terkait, dan
penyelenggara dalam menganalisis aset pemda yang dapat
dimanfaatkan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan regulasi
yang berlaku.

2) Menjadi referensi bagi praktisi hukum, seluruh lapisan masyarakat
maupun instansi terkait dalam menangani permasalahan
ketidakoptimalan penggunaan aset pemda berupa tanah dan

bangunan terlantar.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini akan membahas kesesuaian pengelolaan et tetap berupa
tanah dan bangunan terlantar yang berdasar pada hak penguasaan oleh negara
dalam lingkup hukum agraria dengan studi kasus Pemerintah Kabupaten

Lombok Timur, dengan fokus pada:




1. Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan aset yang dikategorikan berupa
tanah dan bangunan terlantar oleh pemda Lombok Timur.

2. Implementasi Permendagri No. 19%6 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah terhadap pengelolaan aset tetap berupa tanah dan
bangunan.

3. Faktor penghambat upaya %imalisasi aset tetap berupa tanah dan

bangunan terlantar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

F. Tinjauan Pustaka
1. Tinjauan Umum tentang Aset Pemda
a. Pengertian Aset Pemerintah Daerah

Secara yuridis administratif, kekayaan daerah
direpresentasikan %am bentuk Barang Milik Daerah (BMD).
“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapapatan dan Belanaj Daerah
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”.” BMD berperan
sebagai modal awal pembangunan dalam upaya pemenuhan
kebutuhan publik dan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam
perspektif hukum agraria, t tetap berupa tanah dan bangunan
bukanlah sekadar sebagai kekayaan daerah dalam arti fiskal,
melainkan %agai bagian dari sistem penguasaan dan pengelolaan

yang berada di bawah kerangka hak menguasai oleh negara. Konsep

% Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat 2.
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ini berakar pada UUPA 1960 yang menyebutkan bahwa “bumi, air,
dan ruang angkasa dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.!°

Berkenaan dengan hal ini, Doli D. Siregar mengemukakan
bahwa esensi dari aset bertumpu pada komoditas atau kebendaan
yang mengandungi nilai tukar, nilai komersial, sekaligus
kemanfaatan ekonomi bagi entitas pemiliknya.!! Berkaitan dengan
aset daerah, ia menekankan bahwa aset tidak terbatas pada bentuk
fisik, melainkan hak hukum atas suatu yang dimiliki oleh pemerintah
yang dapat memberi manfaat.

Sementara itu, secara khusus, Prof. Boedi Harsono menyatakan
istilah yang tepat secara yuridis agraria bagi tanah pemerintah ini
adalah tanah negara yang digunakan oleh pemerintah dengan hak
pakai atau hak pengelolaan. Hal ini disebabkan karena instansi
pemerintah bukan ‘pemilik’ dalam artian memiliki hak milik
(eigendom), melainkan pengelola atas kepentingan publik, dalam hal
ini pemerintah daerah.'> Lebih lanjut, secara konstitusional
pernyataan Prof. Boedi Harsono tersebut dilandasi oleh tern
hukum agraria nasional yang diatur secara rinci dalam UUPA 1960

Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “pada tingkat tertinggi,

10 Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 6 Tahun 1960.

11Dolj D. Siregar, Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Secara Nasional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

12Bgedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013,
him. 277-279.
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bumi, air, dan ruang angkasa berada dalam penguasaan negara
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat™.!* Dengan demikian,
dalam perspektif hukum agraria, aset pemerintah daerah khususnya
tanah dan bangunan adalah bagian dari objek penguasaan ara
yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan publik.
b. Jenis-Jenis Aset Pemda
@mjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, “Barang
Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari
sumber sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan”.'* Dalam konteks fiskal, manfaat ekonomi yang melekat
pada aset di masa mendatang tercermin pada kemampuannya untuk
memberikan nilai tambah bagi operasional pemerintah, baik melalui
kontribusi terhadap pendapatan maupun melalui penghematan
anggaran daerah.!> Adapun secara umum, jenis-jenis aset pemda
?apat diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Aset Lancar
Aset lancar empakan aset berwujud yang memiliki masa
manfaat tidak lebih dari 12 bulan dan dimanfaatkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 6 tahun 1960.

“peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (2).

Setiabudhi, D.0. 2019. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah dalam Perspektif Good
Governance. Vol. 1. No. 1. Him. 11.
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masyarakat setelah tanggal pelaporan. Kelompok aset ini
mencakup berbagai barang yang diperoleh untuk menunjang
@giatan operasional pemerintah atau yang direncanakan untuk
didistribusikan kepada masyarakat.
@ Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 bulan serta digunakan untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada
masyarakat. Dalam kelompok aset pemerintah daerah, aset tetap
umumnya %diri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, jaringan irigasi, instalasi listrik atau air, serta
t tetap lainnya seperti koleksi buku, benda yang memiliki
nilai sejarah atau seni, dan hewan.
3) AsetLainnya
Kategori ini mencakup aset tak berwujud (misalnya,
perangkat lunak, hak cipta, atau lisensi), investasi jangka
panjang, serta aset yang belum diklasifikasikan ke dalam
kelompok sebelumnya.'®
c. Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
Prosedur @a kelola aset tetap berupa tanah dan bangunan pada
hakikatnya dilaksanakan melalui suatu siklus administrasi dan

hukum yang berkesinambungan. dimulai dari tahap perencanaan

1%Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, Lampiran | Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan tentang Aset.
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kebutuhan hingga proses penghapusan atau pemindahtanganan aset.
Adapun tahap pengelolaan aset daerah tersebut diurai sebagai
berikut;
1) Tahap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Pada tahap ini, perangkat daerah mengidentifikasi
kebutuhan tanah atau bangunan untuk menunjang tugas dan
fungsi pelayanan publik untuk kemudian diusulkan dalam
rencana kerja dan APBD.
2) Tahap Pengadaan atau Perolehan
Perolehan tanah dan bangunan dapat dilakukan melalui
mekanisme pembelian, penerimaan hibah, pertukaran aset, atau
pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap dan setiap perolehan harus didukung dokumen sah
sebagai dasar pencatatan dan penguasaan.!” Untuk tanah,
langkah penting setelah perolehan adalah pendaftaran dan
sertifikasi atas nama pemerintah daerah guna menjamin
kepastian hukum.
3) Tahap Penetapan Status Penggunaan
Tahap berikutnya adalah penetapan status penggunaan.
Kepala dacrah menctapkan perangkat dacrah sebagai
penggunaan barang. %nah dan bangunan yang telah

ditetapkan penggunaannya tidak boleh dialihkan tanpa

17 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Noemor 28
Tahun 2020.
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persetujuan pejabat berwenang.'® Tahapan ini menentukan
kepada siapa pertanggungjawaban atas penggunaan,
pemeliharaan, dan pengamanan aset tersebut.

4)  Tahap Penatausahaan

Selanjutnya, dilakukan proses pengelolaan yang mencakup
pencatatan, penginventarisasian, dan pembuatan laporan. Tanah
beserta bangunan diinventarisasi sebagai aset milik daerah dan
diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan  prinsip-prinsip  akuntansi  pemerintahan."
Penatausahaan ini mencakup pencatatan luas, lokasi, nilai
perolehan, kondisi fisik, serta dokumen kepemilikan.

Setelah tercatat dan digunakan, aset wajib diamankan dan
dipelihara. Pengamanan dilakukan dalam tiga bentuk:
administratif (dokumen lengkap), fisik (pagar, papan nama,
penjagaan), dan hukum (sertifikat sah atas nama Pemda).”’
Doli D. Siregar menekankan bahwa pemeliharaan adalah
kegiatan @nﬂ( menjaga kondisi aset agar tetap dalam kondisi

baik sehingga dapat digunakan kapanpun sebagai salah satu

18Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

%Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan

20 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
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upaya mitigasi terhadap kerusakan yang dapat membebani

anggaran daerah.’!

Tanpa mengubah status kepemilikannya, aset berupa lahan dan
bangunan yang terlantar dapat dioptimalkan elalui berbagai skema,
seperti penyewaan, pinjam-pakai, kerjasama pemanfaatan, serta
ﬂ!d—opem!e-tmnsfer (BOT) maupun build-transfer-operate
(BTO).* Ikatan kerjasama ini waib dituangkan dalam kesepakatan
tertulis yang merinci durasi, kontribusi serta tanggungjawab setiap
pihak, setelah sebelumnya mengantongi izin kepala daerah dan
melalui proses taksasi nilai. Dalam hal tertentu, terutama untuk aset
bernilai besar atau strategis, diperlukan persetujuan DPRD sebagai
bentuk pengawasan.

Adapun ghapusan tanah dan bangunan dari daftar barang
milik daerah dapat ditempuh melalui mekanisme pemindahtanganan,
seperti penjualan, tukar-menukar, hibah, ataupun penyertaan modal
daerah. Langkah ini diambil jika aset tersebut dinilai idle atau kurang
produkti dan wajib mengantongi izin Kepala Daerah atau DPRD

terlebih dahulu.?

21Dc;liESire.r;',ar, Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan
secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi
Daerah, Jakarta: PT Gramediﬁ;staka Utama, 2004, him. 518.

22Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020.

2Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020, Pasal 79 Ayat (2).
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2. Tinjauan Umum tentang Tanah dan Bangunan Terlantar

a. Pengertian Tanah Terlantar

Tanah berperan penting dalam kchidupan masyarakat, baik
sebagai sarana tempat tinggal, kegiatan ekonomi, maupun
pembangunan nasional. Dalam praktiknya, masih terdapat tanah
yang telah diberikan hak kepada individu atau badan hukum namun
tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut dikenal
dengan istilah tanah terlantar.

Harsono menyebutkan bahwa penelantaran tanah terjadi ketika
lahan yang hak pemanfaatannya telah diterbitkan oleh negara kepada
subjek hukum tertentu, justru dibiarkan pasif tanpa realisasi aktivitas
ckonomi yang sesuai.>*

A.P. Parlindungan menyebut tanah terlantar sebagai tanah
yang sengaja dibiarkan kosong atau tidak dimanfaatkan th
pemegang hak, sehingga bertentangan dengan fungsi sosial tanah.*’

Maria S.W. Sumardjono berpendapat, tanah dianggap terlantar
apabila pengelolaannya tidak selaras dengan hakikat, tujuan awal
dan ketentuan pemberian hak atas tanah tersebut, dimana pembiaran
ini pada akhirnya melahirkan ketidakadilan dalam penguasaan

tanah.2%

5
2Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008, him. 357.
AP, Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar
Maju, 1998, him. 112.
®Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi,
Jakarta: Kompas, 2001, him. 89.
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Sejalan dengan pandangan tersebut, PP No. 20/2021 secara
mendefinisikan ‘“tanah terlantar adalah tanah hak, tanh hak
pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar
penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diushakan, tidak
dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara™ 2’

Merujuk pada pandangan para ahli serta instrumen hukum
tersebut, disimpulkan bahwa suatu yang dikategorikan sebagai aset
terlantar apabila tujuan awal dari pemberian hak penguasannya tidak
diwujudkan melalui pemanfaatan yang semestinya.

b. Pengertian Bangunan Terlantar
Kompleksitas kendala finansial, konflik yuridis, hingga kegagalan
dalam merencanakan tata ruang secara simultan memberikan
dampak hukum dan ekonomi. Manifestasi nyata dari gabungan
persoalan tersebut salah satunya berupa fenomena bangunan
terbengkalai. Prof. Boedi Harsono, menjelaskan bahwa penelantaran
bangunan dan tanah terjadi bila pemegang hak tidak

mempergunakan aset tersebut sesuai dengan sifat dan tujuan

pemberian haknya.?®

YIndonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan
dan Tanah Terlantar, Pasal 1 angka 2.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Universitas Trisakti, 2020, hal. 273.
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Prof. A.P. Parlindungan menekankan bahwa bangunan
terlantar erat kaitannya dengan "pelenyapan" kemanfaatan fisik
akibat kelalaian pemilik.”

Menurut Julian Conrad Juergensmeyer, bangunan terlantar
adalah struktur fisik yang telah dikosongkan, tidak dihuni, atau
dihentikan pembangunannya dalam jangka waktu yang signifikan, di
mana pemiliknya gagal memenuhi kewajiban administratif]
pemeliharaan bangunan, serta pajak, sehingga mengganggu rencana
tata ruang dan zonasi wilayah.*’

Berdasarkan pemaparan teoritis dan yuridis di atas, dapat
disimpulkan bahwa bangunan terlantar bukan sckadar komoditas
ekonomi yang kehilangan nilai pasarnya, melainkan sebuah bentuk
deviasi terhadap instrumen hukum agraria dan tata ruang.

c¢. Kriteria Status Terlantar

Kriteria serta mekanisme penetapan aset Pemerintah Daerah
(Pemda) berupa tanah dan/atan bangunan terlantar didasarkan pada
asas efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan @ngsi sosial hak
atas tanah.

Berikut adalah rincian kriteria tanah terlantar;

1) Tanah Memiliki Dasar Penguasaan Hak

2a.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar
Maju, 2018, hal. 145.

Njylian Conrad Juergensmeyer dan Thomas E. Roberts, Land Use Planning and
Development Regulation Law, St. Paul: West Academic Publishing, 2017, hal. 412.




2)

3)
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Ruang lingkup tanah tersebut mencakup tanah yang telah
berkepastian hukum melalui sertifikasi (baik berupa gk Milik,
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai maupun Hak
Pengelolaan), serta tanah yang penguasaannya baru didasarkan
pada instrument legal seperti 111 lokasi atau Surat Keputusan
Pemberian Hak/HPL.

Sengaja Tidak Diusahakan atau Dimanfaatkan

Terjadinya penelantaran ini ditandai dengan sikap pasif
pemegang hak yang secara nyata tidak mengelola, memakai atau
merawat tanahnya, sehingga menyimpang dari hakikat
peruntukkan hak yang bersangkutan.

Melanggar Kriteria Waktu (Temporal)

Kondisi  penelantaran  tersebut  terpenuhi  apabila
penelantaran berlangsung selama minimal 2 (dua) tahun. Periode
ini mulai dihitung sejak ha katas tanah yang berizin/bersertiikat
resmi diterbitkan, atau sejak berakhirnya jangka waktu perolehan
lahan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak.

Kriteria tanah terlantar pada hak perseorangan baru terpenuhi

apabila  pemiliknya secara sengaja tidak mengusahakan,

menggunakan dan/atau merawt lahan tersebut. Selain itu, status

terlantar ini mensyaratkan adanya penguasaan geh pihak lain secara

berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun tanpa disertai tindakan

hukum atau gugatan dari pemilik sah.
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Jika di atas tanah tersebut terdapat bangunan yang mangkrak,
bangunan tersebut akan dinyatakan terlantar apabila memenuhi
kriteria sebagai berikut:

1) Ketidaksesuaian Fungsi
Bangunan tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata
ruang atau fujuan izin mendirikan bangunan baik Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
yang telah diterbitkan.
2) Kerusakan Struktural/Estetika karena Pembiaran
Bangunan dibiarkan rusak, tidak terawat, setengah jadi atau
proyck mangkrak dan bangunan runtuh sechingga mengganggu
fungsi lingkungan dan estetika kawasan.
3) Melanggar Batas Waktu 2 Tahun
Pemilik tidak melanjutkan pembangunan atau tidak
memanfaatkan bangunan %lam jangka waktu 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa progress, pemda dapat membatalkan atau
mencabut PBG yang telah diterbitkan.
d. Penetapan Status Terlantar
Penetapan status tanah dan/atau bangunan terlantar adalah
proses administratif oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa suatu
hak ﬁs tanah tidak dimanfaatkan, tidak dipelihara, atau tidak

digunakan sesuai tujuan pemberian haknya.
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Berikut proses penetapan status terlantar terhadap tanah dan

bangunan:

1) Tahap Inventarisasi Tanah

2)

3)

Pada tahap ini, pemerintah mengumpulkan data mengenai
status hak atas tanah, luas, lokasi, kondisi fisik, serta
pemanfaatan aktual tanah dan bangunan tersebut.

Tahap Identifikasi dan Penelitian

Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan administratif
terhadap dokumen pertanahan, seperti sertifikat hak atas tanah,
izin penggunaan, dan kewajiban pemegang hak. Langkah
pembuktian juga diperkuat dengan melakukan peninjauan
langsung fisik ke lokasi guna menguji kebenaran mengenai ada
atau tidaknya aktivitas penggunaan, pemanaatn, hingga
pemeliharaan bidang tanah wajib dilakukan secara konsisten dan
searah dengan maksud serta tujuan awal ditetapkannya konsesi
lahan tersebut.

Pemberian Surat Peringatan

Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi
penelantaran, maka pemerintah memberikan peringatan tertulis
secara bertahap scbanyak tiga kali kepada pemegang hak. Untuk
selanjutnya dilakukan Penetapan Status Terlantar oleh

ATR/BPN.
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Dengan demikian, penetapan status tanah dan bangunan
terlantar merupakan bentuk pengawasan dan penertiban yang
dilakukan negara untuk memastikan keberadaan setiap hak atas
tanah secara inheren mengikat pemiliknya untuk melakukan
pemanfaatan yang selaras dengan kemaslahatan public dan esensi

dari konsesi hak yang telah diberikan.

3. Tinjauan Umum Hak Penguasaan oleh Negara
a. Konsep Hak Penguasaan oleh Negara
Boedi Harsono berpendapat bahwa melalui hak penguasaan
oleh negara dalam Pasal 2 UUPA, negara diberikan kuasa penuh
untuk mengatur bagaimana tata keclola atas tanah, dari
pengaolkasian, penyediaan, penggunaan serta pemeliharan demi
kepentingan umum. Dalam konteks otonomi, kewenangan ini
didelegasikan kepada pemerintah daerah sejauh dibutuhkan dan tidak
berbenturan dengan kepentingan nasional.”!
Maria S. W. Sumardjono berargumen bahwa %{ penguasaan
oleh negara tidak menjadikan negara sebagai pemilik lahan, tetapi
sebagai sebuah organisasi yang mewakili kekuasaan rakyat dan

diberikan wewenang untuk mengelola pemanfaatan sumber daya

. 2
pertaman. 32

#Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008, him. 268

\Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi,
Jakarta: Kompas, 2005, him. 56
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87
Adrian Sutedi menyatakan bahwa tanah aset p-emerintah

daerah merupakan barang milik daerah yang penguasaannya berasal

dari kewenangan negara’’

Oleh sebab itu, pengelolaan dan
pemanfaatannya harus mengikuti prinsip efisiensi, kepastian hukum,
akuntabilitas dan kepentingan umum sebagaimana mandat g{
menguasai negara.

Dengan demikian, hak menguasai Negara merupakan
kewenangan Negara yang dilimpahkan kepada daerah otonom untuk
dikelola oleh pemerintah daerah sebagai mandat pelaksanaan
kepentingan umum.**

b. Dasar Hukum Hak Menguasai Negara

Pendekatan melalui pemberian “hak menguasai” sengaja
dibentuk sebagai upaya nyata perwujudan @aﬂilan sosial dan
kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonsia, guna memastikan
pemanfaatan sumber daya alam berjalan selaras dengan ga-cita
negara sesuai amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 19453 Hak
tersebut tidak serta-merta memberikan status kepemilikan privat
kepada Negara atas tanah, namun diposisikan sebagai sebuah

organisasi kolektif yang dikuasai oleh rakyat untuk menata

penggunaan dan hukum atas tanah yang berorientasi pada

3 Adrian Snndi, Hukum Pertanahan, Jakarta: Sinar Gramedia
3Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043
% Bahari, 5., Sinaga, M. P. P. M. Mbunai, LO., & Putri, Z M. 2025. Rekonstruksi
Pemaknaan Hak Menguasai Negara menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: Journal Science and
Theory of Law. Vol.2. No.1. Him. 28.
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kesejahteraan umum. Beberapa regulasi terkait hak menguasai
Negara ntara lain sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Konsep hak penguasaan oleh negara dalam hukum agraria
nasional berlandaskan pada konstitusi ini. Frasa “dikuasai oleh
negara” sendiri bukan berarti negara memegang hak milik
secara absolut, namun memegang mandate untuk meregulasi,
mengelola serta memantau pendayagunaan %mi, air dan
kekayaan alam demi kemakmuran publik.
2) @dang-Undang Pokok Agraria tahun 1960
Hukum tanah nasional berhasil diunifikasi melalui UUPA,
sebuah instrumen fundamental di sector agrarian dan pertanahan
yang sekaligus mengeliminasi dualisme system agrarian
kolonial Belanda.
% Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Urusan pemerintahan serta kekayaan daerah termasuk
asset tanah hasil dari maniestasi hak menguasai negara kini
menjadi bagian dari wewenang yang didelegasikan undang-
undang ini kepada pemerintah daerah untuk dikelola.
g Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
Regulasi ini menjadi acuan teknis yang mengikat, mulai

dari fase perencanaan hingga pelaksanaan tata kelola aset daerah.
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5) PP No @ Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Regulasi mengenai tata kelola barang milik daerah yang

berdasarkan pada hak penguasaan oleh negara.

c¢. Hubungan Hak Menguasai Negara terhadap Aset Pemda

Hak penguasaan negara atas properti berupa lahan dan gedung
adalah kewenangan pemerintah untuk mengatur, mengelola, dan
memantau penggunaan tanah serta bangunan yang diperuntukkan bagi
kepentingan publik dan pelaksanaan pemerintahan.

Adrian Sutedi menjelaskan bahwa g{ menguasali negara
menjadi dasar bagi negara untuk menentukan kebijakan pertanahan,
termasuk pengelolaan tanah negara dan aset pemerintah daerah,
sehingga tercipta kepastian hukum dan tertib administrasi
pertanahan.*®

Disisi lain, Maria S.W. Sumardjono mengartikan konsepsi hak
menguasai negara sebagai sebuah manisfestasi dari yuridiksi dan
kewenangan legal yang dipegang oleh penguasa otoritas terhadap
sumber daya agraria agar pemanfaatannya digunakan sebesar-
besamya bagi kesejahteraan masyarakat.’’

Penting untuk diperhatikan bahwa negara harus memiliki hak
atas aset-aset pemerintah daerah seperti tanah dan bangunan agar

dapat memastikan penggunaan yang sesuai dengan kepentingan sosial,

36 Adrian Sutedi, Hukum Pertanahan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 111.

3 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi,

Jakarta: Kompas, 2005, him. 57.
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yang meliputi tujuan umum dan penyelenggaraan pemerintahan.
Pemikiran Boedi Harsono mengenai hak menguasai negara
menekankan bahwa kewenangan tersebut melekat pada negara dalam
kedudukannya sebagai organisasi kekuasaan rakyat untuk
mengimplemetasikan manajemen agrarian mulai dari tahap
peruntukkan, penyediaan, penggunaan hingga pemeliharaan.*® Dengan
demikian, otoritas negara atas tanah menjamin kejelasan hukum
terkait kedudukan lahan dan bangunan milik pemerintah daerah yang
bertuyjuan meningkatkan kualitas layanan publik, pembangunan

wilayah, dan penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara efektif.

4. Tinjauan Umum Optimalisasi
a. Pengertian Optimalisasi
Merujuk pada KBBI, kata optimal merepresentasikan keadaan
yang paling baik maupun paling menguntungkan. Sementara itu,
optimalisasi mengarah pada rangkaian proses, cara atau tindakan
untuk mewujudkan kondisi paling baik dan menguntungkan tersebut.*

Menurut Doli D. Siregar, optimalisasi aset daerah adalah pemanfaatan

aset yang mampu memberikan manfaat tertinggi bagi pemerintah

#Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2008, him. 268.

*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia
Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
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daerah, baik dalam bentuk peningkatan pelayanan masyarakat maupun
peningkatan pendapatan daerah.*’

Hal ini sejalan dengan pendapat Doli D. Siregar mengenai
optimalisasi aset daerah melalui pemanfaatan aset mampu
memberikan manfaat tertinggi bagi pemerintah daerah, baik dalam
bentuk peningkatan pelayanan masyarakat maupun peningkatan
pendapatan daerah.*!

Dalam konteks pengelolaan aset tetap, akuntabilitas tidak
hanya terkait keterbukaan informasi, tetapi juga kemampuan
pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pengelolaan aset secara

cfektif dan transparan.*?

b. Tujuan Optimalisasi

Pengelolaan aset milik daerah adalah suatu elemen krusial
dalam pelaksanaan pemerintahan daerah untuk mendukung
keefektifan layanan publik serta peningkatan pendapatan kawasan.
Nilai komersial yang dapat dioptimalkan pendayagunaannya me
rupakan potensi besar yang tersimpan dalam aset daerah, disamping

peran utamanya sebagai penunjang operasional.

“"DoliESiregar, Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi
Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka UtamﬂDDd, him. 518

“1Doli D. Siregar, Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan

secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi dan Otonomi
Daerah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, him. 518

42 Moch Igbal Romadhon dan Muhammad Taufiq Hidayat. 2026. Akuntabilitas Pengelolaan

Aset Tetap Pemerintah Daerah. Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi. Vol. 5. No.1. him.

349,
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Siregar berpendapat bahwa efektfitas pemanfaatan aset akan
membawa keuntungan yang maksimal bagi pemerintah daerah
apabila seluruh potensi letak, kondisi riil, nominal, volume serta
dimensi finansial dari sutau kekayaan daerah dipacu hingga batas
tertingginya.**

Dengan demikian, pengoptimalan pengelolaan harta
menjadi langkah strategis untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat sesuai dengan regulasi.

c¢. Indikator Terwujudnya Optimalisasi

Peningkatan optimalisasi pengelolaan aset pemerintah daerah
dilakukan secara tepat dan cfisien. Untuk menilai seberapa baik
optimalisasi ini, diperlukan indikator yang berfungsi sebagai alat
ukur dalam menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan aset daerah.

Beberapa indikator yang sering digunakan dalam penilaian
optimalisasi pengelolaan asset pemda.

1) Inventarisasi Aset
Mengukur kelengkapan data aset daerah, termasuk
pencatatan, kodefikasi, lokasi, kondisi, luas, nilai, dan status
kepemilikan aset. Inventarisasi yang baik memudahkan
pengawasan dan manfaatan aset.

2) Legal Audit Aset

“Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara
Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, him. 519.
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Menilai kejelasan status hukum aset, seperti sertifikat tanah,
bukti kepemilikan, dan penyelesaian sengketa aset. Legal audit
bertujuan mengurangi risiko kehilangan atau penguasaan aset
oleh pihak lain.

3) Penilaian Aset

Mengukur ketepatan penentuan nilai ekonomis aset sesuai
kondisi pasar. Penilaian aset penting untuk mengetahui potensi
ekonomi dan dasar pemanfaatan aset daerah.

4) Pemanfaatan Aset

Pengukuran tingkat penggunaan aset agar tidak menjadi aset
idle dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti yewaan,
pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna
Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), serta bentuk pemanfaatan
lainnya.

5) Pengawasan dan Pengendalian

Menilai efektivitas monitoring, pengamanan, pemeliharaan,
dan pengendalian aset daerah untuk mencegah penyalahgunaan
maupun kerusakan aset.

6) Kontribusi terhadap Pendapat Asli Daerah (PAD)

Mengukur sejauh mana aset dacrah mampu memberikan nilai

ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah.

7) Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Aset
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Menilai apakah aset digunakan sesuai fungsi dan memberikan
manfaat optimal dibandingkan biaya pengelolaannya.
Berdasarkan wuraian tersebut, dapat dipahami bahwa
optimalisasi memiliki daya ukur yang harus memenuhi kriteria
tertentu agar dapat dikategorikan sebagai aset yang bernilai dan

43
berkontribusi terhadap kesejahteraan Qnum.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu
penelitian hukum yang mengombinasikan pendekatan normatif melalui
kajian peraturan perundang-undangan, asas, dan doktrin, dengan
pendekatan empiris yang menelaah implementasi norma hukum dalam
praktik sosial, sehingga dapat dilihat hubungan antara das sollen dan das
sein.

Penggunaan data sekunder sebagai informasi dasar yang diperkuat
oleh temuan data primer dilapangan merupakan karakteristik dari
penelitian hukum normatif-empiris menurut Abdulkadir Muhammad.*
Langkah metodologis ini diterapkan secara berkesinambungan untuk
memantau dan mengevaluasi efisiensi serta kedayagunaan berlakunya
hukum secara nyata.

Metode pengumpulan informasi dilakukan melalui analisis dokumen

yang berkaitan dengan regulasi yang ada agar hasil penlitian dapat diuji

“pabdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004}, him. 134.
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keabsahannya. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan kemudian
disusun untuk mendapatkan informasi hukum yang spesifik, setelah itu
data dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih guna
memastikan fenomena normatif yang diteliti bisa dibahas dengan
mendalam, menyeluruh, dan saling terhubung satu sama lain.
2. Metode Pendekatan

Guna membedah isu hukum di atas secara holistik, studi ini
mengintegrasikan dua instrumen analisis, yakni pendekatan legislasi
(statute approach) untuk meneliti konsistensi regulasi, serta dekatan
konseptual (conceptual approach) untuk menelisik doktrin hukum yang
relevan.
Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan ini diterapkan dengan cara mengkaji serta
menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki
relevansi dengan ermasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.
Bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum yang berlaku
untuk mengatur sebuah permasalahan dan memahami struktur norma,
hierarki hukum, serta konsistensi dan sinkronisasi antara peraturan
yang berlaku.

Secara khusus pendckatan perundang-undangan diterapkan untuk
mengkaji terkait pengaturan optimalisasi pengelolaan aset pemda

berupa tanah dan bangunan dengan berdasar pada hak penguasaan oleh
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negara. Kajian difokuskan pada peraturan-peraturan dasar agraria serta
peraturan menteri terkait pengelolaan aset pemda.

Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah bagaimana negara
melimpahkan kewenangannya dalam mengatur pemanfaatan aset
pemda berupa tanah dan bangunan kepada pemerintah daerah, serta
sejauh mana pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.

Pendekatan konseptual (Conteptual Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap teori-
teori hukum yang relevan serta memberikan analisis atas konsep-
konsep hukum berdasarkan doktrin dan pemikiran para sarjana
hukum..

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual ditujukan untuk
mengkaji konsep optimalisasi pengelolaan aset pemda, konsep dasar
penguasaan oleh negara dan indikator terjuwudnya keoptimalan
tersebut.

Pendekatan ini berfungsi untuk memahami pengelolaan aset
pemda berupa tanah dan bangunan oleh pemerintah daerah sebagai
bentuk pelimpahan kewenangan negara kepada daerah otonom dengan
berdasar pada hak penguasaan negara. Dengan demikian, pendekatan
ini berfungsi sebagai landasan teoritis dalam menganalisis implikasi
yuridis pengelolaan aset pemda terhadap tanah dan bangunan terlantar.

Pendekatan Empiris (Yuridis-Sosisologis)
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Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui implementasi
norma hukum di lapangan. Dalam konteks lebih khusus terkait
prooposal ini, metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan
hak penguasaan negara terhadap aset pemerintah daerah berupa tanah
dan bangunan terlantar. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan
empiris memandang hukum bukan sekedar teks normatif, melainkan
suatu realitas yang dapat diamati dalam pergaulan hidup masyarakat.*

Melalui pendekatan ini, dapat dianalisis bagaimana peran
pemda dalam upaya pengelolaan aset pemda berupa tanah dan
bangunan terlantar serta perwujudannya sebagaimana amanat
peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah telah
memenuhi indikator optimal.

3. @mber dan Jenis Data
Penelitian hukum normatif-empiris menggunakan dua jenis sumber
data, yaitu data sekunder dan data primer.
a. Data Primer

Perolehan data primer Qam penelitian ini dilakukan melalui
penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara
endalam kepada para pemangku kepentingan yang berperan dalam
pengelolaan asct dacrah di Kabupaten Lombok Timur, termasuk gdan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan

Pertanahan Nasional (BPN), serta institusi berkaitan lainnya.

43 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2006. HIm. 89
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Disamping itu, data primer juga dilengkapi dengan metode observasi
langsung terhadap kondisi faktual tanah dan bangunan milik

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur .

. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam riset ini memadukan dua pendekatan
yaitu studi dokumenter (data sekunder) untuk menganalisis khazanah
literatur hukum, serta studi lapangan (data primer) melalui dialog
langsung dan observasi pada otoritas terkait.

Bahan hukum sekunder yang berbasis kepustakaan tersebut
diurai kembali dalam beberapa klaster hukum,gara lain;

1. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan berfungsi sebagai
kompas dan alat bedah yuridis. Dokumen hukum yang diposisikan
sebagai objek analisis meliputi konstitusi UUD NRI 1945, hukum
dasar aria (UU No.5/1960), regulasi desentralisasi (UU No.
23/2014), serta rangkaian aturan tata kelola asset daerah (PP No.
27/2014, PP No. 28/2021, PP No. 20/2021 dan Permendagri No.
19/2016). Kombinasi regulasi ini digunakan untuk menguji
implementasi kebijakan pengelolaan asset di Kabupaten Lombok
Timur.

2. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengurai isi dari bahan

hukum utama sehingga mempermudah jalannya pembedahan isu
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hukum dalam penelitian ini.** Bahan kepustakaan dalam penelitian
ini diperoleh dari beragam sumber, meliputi literatur hukum,
publikasi ilmiah, artikel hukum, serta penelitian terdahulu yang
memiliki relevansi dengan fokus kajian, serta dokumen terkait
pengelolaan aset daerah, termasuk laporan inventarisasi aset tetap
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur g diperoleh dari Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam
penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk
memperkuat analisis normatif empiris mengenai tata kelola set
tanah dan bangunan yang menjadi milik pemerintah daerah.

3. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas dan
melengkapi %an hukum primer maupun sekunder. Bahan ini
mencakup kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ensiklopedia hukum, serta berbagai referensi yang relevan dengan
fokus penelitian.

4. Teknik/Cara Memperoleh Bahan Hukum
Dalam proposal penelitian ini, %an hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji
berbagai peraturan perundang-undangan maupun literatur yang memiliki

relevansi dengan permasalahan yang diteliti.

“Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali
Pers, 2016, him. 32.
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5. ‘Analisis Bahan Hukum
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
analisis kualitatif. Dalam hal ini, penulis akan melakukan interpretasi
ara mendalam terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh
selama proses penelitian. Analisis bahan hukum didefinisikan sebagai
proses untuk mengatur urutan bahan hukum, pengorganisasian, atau
pengelompokan bahan hukum ke dalam pola-pola yang sistematis serta

koheren. Kemudian, hasil interpretasi tersebut dideskripsikan sesuai

5
dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan kerangka atau panduan yang mengatur
susunan dan urutan dari bab-bab dalam skripsi, dengan tujuan membantu
penulis dalam menyusun karya tulis yang terstruktur, rapi, dan mudah
dipahami oleh pembaca.
QBI : Berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, serta ruang lingkup penelitian.
BAB II : Menyajikan kajian teoritis mengenai aset pemda secara
general, pemberian wewenang oleh negara kepada daerah untuk
mengelola aset tersebut berdasarkan hak penguasaan negara.
BAB III : Menjelaskan mengenai metode elitian yang digunakan,
dalam hal ini jenis, pendekatan, teknik pengumpulan data

(misalnya studi pustaka) sumber dan analisis data, serta jadwal

pelaksanaan penelitian.
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BAB IV : Menguraikan hasil analisis yuridis mengenai kedudukan

BABV

UUPA dalam mengatur pengelolaan aset pemda berupa tanah
dan bangunan dan indikator optimalnya pengelolaan aset
tersebut demi pemenuhan fungsi social.

: Bab penutup menyajikan rangkuman temuan penelitian,
memberikan rekomendasi sesuai hasil penelitian, serta daftar

pustaka yang menjadi rujukan dalam penulisan karya ilmiah ini.

adwal Penelitian

BULAN KE
No. | JENIS KEGIATAN
1. | Persiapan
2. | Pengumpulan Data
3. | Analisis Data
4. | Penyusunan Laporan Penelitian
5. | Seminar Hasil Penelitian
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